PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KOTA SEMARANG DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang : a.

TAHUN 2015-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah
atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang
Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah maka perlu
meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut;

bahwa dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Moedal Kota Semarang menjadi sehat dan
dapat meningkatkan kinerja dengan baik dan memberikan
keuntungan bagi masyarakat serta Pemerintah Kota
Semarang, maka Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian
piutang negara pada PDAM melalui skema Hibah-Penyertaan
Modal Daerah yang dianggarkan melalui APBN-P 2016
sebesar Rp.492.005.507.439,00;

bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemaegang Saham
Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
menyetujui pembagian hasil penarikan Aset Manajemen
Unit, Cadangan Umum dan Saldo Laba tahun lalu sampai
dengan tahun 2015 sebesar Rp.29.596.000.000,00 yang
dapat dijadikan tambahan setoran dari modal Pemerintah
Kota Semarang selain setoran tunai;

bahwa berdasarkan huruf a, b dan ¢ maka perlu ditinjau
kembali Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik
Daerah Kota Semarang dan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Tahun 2015-2017;

bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas maka perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Semarang Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota
Semarang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tahun 2015-2017;



Mengingat : 1.

2.

10.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5907)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wialayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 153);



21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari
Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT)
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 11 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK)
di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 39);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Modal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor );

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang
Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2015-2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA
SEMARANG DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TENGAH TAHUN 2015-2017.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Badan
Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Tahun 2015-2017 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, Pasal 7 ayat (3) huruf d dihapus dan
Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1). Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan PT Bank
Jateng pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. PT. Bank Jateng sebesar Rp.18.361.000.000,00 (delapan belas
miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);

b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat badan Kredit
Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah);

c. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar
Rp.1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta
rupiah);

d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota
Semarang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan PT Bank
Jateng pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

f. PT. Bank Jateng sebesar Rp.48.901.000.000,00 (empat puluh
delapan miliar sembilan ratus satu juta rupiah);

g. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat badan Kredit
Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah);

h. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar
Rp.1.124.945.220,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta
sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh
rupiah);

i. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota
Semarang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



j- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
sebesar Rp.492.005.507.439,00 (empat ratus sembilan puluh
dua miliar lima juta lima ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh
sembilan rupiah) berupa non kas;

(3). Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan PT. Bank

Jateng pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. PT. Bank Jateng sebesar Rp.9.339.000.000,00 (sembilan miliar
tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp.900.000.867,00 (sembilan
ratus juta delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota
Semarang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

d. Dihapus.

(4). Kekurangan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat @ Bank  Pasar Kota Semarang sebesar
Rp. 4.292.787.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua
juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dipenuhi pada
tahun 2018.

2. Pasal 12 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(1) Laba yang diperoleh atas penyertaan modal daerah kepada BUMD
dan PT. Bank Jateng merupakan Pendapatan Asli Daerah.

(2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah
dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan

prosentase pembagian laba sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dihapus.
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 7 November 2016
WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2016)



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KOTA SEMARANG DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2015-2017

UMUM

Bahwa dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Moedal Kota Semarang menjadi sehat dan dapat meningkatkan
kinerja dengan baik dan memberikan keuntungan bagi masyarakat serta
Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Pusat melakukan
penyelesaian piutang negara pada PDAM melalui skema Hibah-Penyertaan
Modal Daerah yang dianggarkan melalui APBN-P 2016 sebesar
Rp.492.005.507.439,00;

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemaegang Saham Tahunan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyetujui pembagian hasil
penarikan Aset Manajemen Unit, Cadangan Umum dan Saldo Laba tahun
lalu sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.29.596.000.000,00 yang dapat
dijadikan tambahan setoran dari modal Pemerintah Kota Semarang selain
setoran tunai;

Berdasarkan klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah Nomor
180/0001341 tanggal 27 Januari 2015 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Semarang Keada BUMD Kota Semarang dan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2015-2017 dengan hasil
sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (4), tidak sesuai dengan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan terkait tidak adanya kepastian hukum dalam
penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

2. Pasal 12 ayat (3), tidak sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan
Terbatas, bahwa penggunaan laba diputuskan oleh RUPS

Untuk itu Pemerintah Kota Semarang perlu menyesuaikan hasil
klarifikasi tersebut diatas dengan mengadakan perubahan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Semarang Keada BUMD Kota Semarang dan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Tahun 2015-2017.



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 7
Ayat (2)
Huruf a

Penyertaan modal sebesar Rp. Rp.48.901.000.000,00 (empat puluh
delapan miliar sembilan ratus satu juta rupiah), sebesar
Rp.29.596.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus
sembilan puluh enam juta rupiah) berasal dari pendapatan daerah
yang bersumber dari hasil penarikan Asset Management Unit,
Cadangan Umum dan Saldo Laba tahun lalu sampai dengan tahun
2015 PT. Bank Jateng.

Huruf e

Penyertaan modal sebesar Rp. 492.005.507.439,00 (empat ratus
sembilan puluh dua miliar lima juta lima ratus tujuh ribu empat
ratus tiga puluh sembilan rupiah) berasal dari skema hibah
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal
Daerah dari Pemerintah Kota Semarang kepada Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dalam bentuk non kas.

Pasal 7 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7 ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
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